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ABSTRAK

Salah satu kegiatan mu’amalah adalah upah-mengupah (ijarah) yang
merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai salah satu
usaha diantaranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. ljarah yang tidak
memenuhi salah satu rukun atau syarat adalah ljarah yang berakibat tidak sahnya
tranksaksi tersebut. Permasalahan ini mengakibatkan salah satu pihak mengalami
kerugian atas tindakan ini. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan sistem upah-
mengupah atas jasa pemeriksaan barang elektronik yang terjadi pada Toko Rava
Computer Simpur Center Bandar lampung, dengan melakukan tranksaksi servis
barang elektronik seperti laptop atau barang elektronik lainnya dengan mematok
harga upah atas jasa teknisi yang tergantung pengecekan berat atau tidaknya
dengan kisaran harga Rp.25.000-50.000 yang telah melakukan pemeriksaan pra-
servis yang akan berlanjut sampai selesai servis maupun dibatalkannya tranksaksi
tersebut dengan diharuskan membayar jasa upah dari pemeriksaan barang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah-
mengupah tanpa akad di awal pada toko Rava Computer Simpur Center Bandar
Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah-mengupah
tanpa akad di awal pada toko tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui praktik upah mengupah tanpa akad di awal yang dilakukan pihak toko
tersebut dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam ,tentang sistem upah-
mengupah tanpa akad di awal yang terjadi pada toko tersebut.

Jenis_penelitian ini adalah penelitian lapangan (field«tesearch). Sifat
penelitian, adalah deskriptif analitis; sumber datanya adalah data lapangan,
sampelnya‘adalah para custumer-dan pihak karyawan di teke Rava Computer
yang dijadikan®sresponden. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui
wawancara (interview). Metode berflklr dalam penullsan ini menggunakan metode
berfikir Induktif. R

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktlk upah-mengupah tanpa akad
di awal tersebut adalah haram dan dilarang dalam hukum islam, sebab menarik
keuntungan yang tidak disetujui dan tidak diketahui oleh salah satu pihak bahwa
adanya biaya tambahan yang diharuskan untuk dibayar. Hal ini yang membuat
sebagian konsumen tidak menyetujui terhadap prosedur yang ditetapkan sebab
apapun biaya yang akan dikeluarkan akan lebih baik jika kedua pihak sama-sama
mengetahui dan menyetujui secara bersamaan, hal ini untuk menghindari
pemaksaan terhadap konsumen dan juga mempererat tali silahturahmi antar
sesama makhluk sosial di bumi ini yang mana membangun kehidupan atas dasar
kejujuran, adil, dan saling tolong menolong.
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Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan- baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS At-Thalag-6)"

! Tim Tasbih Departemen Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: Versia Yogya
Grafika, 1995), h. 58.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Demi memudahkan skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan
kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang
terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam

Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pengecekan Barang Elektronik Tanpa

Kejelasan Akad (Studi Kasus Di Toko Rava Computer Simpur Center Bandar

Lampung . Adapun Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai

berikut:

1. Tinjauan:adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat
yangwetinggi; melihat-lihat (menengok; = memeriksag=“mengamati dan
sebagainya).” |

2. Hukum Islarﬁ r__rletnur-ut____ul_ama Us_h_u__l__. Fiq-k_i\_a_dalah seperangkat peraturan
berdasarkan wahyu AIIah .SWT daﬁ sunah Rasulullah tentang tingkah laku
manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal
bagi yang beragama islam.

3. Barang Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika
serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut dan antara lain dapat

digunakan pada elektronik konsumen yaitu alat elektronik pribadi yang

'Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Amelia, 2005), him. 336.
% Amir Syarifuddin, , Ushul Figh, Cet.I, (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1997), h. 5.



digunkan dalam sehari-hari, dan media elektronik yaitu sarana media masa
yang mempergunkan alat elektronik modern misalnya radio, televise.?
Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam
produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, sedangkan menurut
Benham ialah upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang
dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada seorang pekerja atas
jasanya sesuai perjanjian.*
Akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad dalam
terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan, dan
penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. menurut ulama figh
akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan
yangmada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad
sebagai,setiap ucapan yang keluér yang menerangkan‘keinginan walaupun
sendirian.’ | P -

Berdasarkan u.-r.a'ién dari .l.)'é.tﬂ)(.e.rapa istilah di atas, bahwa yang
dimaksud dengan judul skripsi ini adalah mengamati bagaimana tinjauan

hukum Islam terhadap upah atas jasa pemeriksaan barang rusak elektronik

tanpa adanya kejelasan akad di awal perjanjian.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memlih judul mengenai upah dari praktik jasa pengecekan barang

elektronik dalam Perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut

® https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik

h. 361.

h. 15.

* Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 11 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),

% Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010),



1. Alasan Objektif
Di dalam Islam konsep upah sendiri ialah pendapatan atas jasa
yang diberikan dari seseorang atas unsur kerelaan dan kesepakatan dari
kedua pihak sebelum melakukan pekerjaan. Jasa yang sesuai porsi yang
dilakukan oleh pelaku usaha ialah harus sesuai dengan pengambilan
manfaat yang setara atas pekerjaan dilakukan. Sedangkan di dalam
Hukum Perjanjian Islam dirasakan penting oleh masyarakat Indonesia,
khususnya umat Islam mengingat sistem hukum perjanjian Islam akan
melahirkan tranksaksi-tranksaksi bisnis yang terbebas dari unsur-unsur
yang dilarang berupa perjudian (Masyir), ketidakjelasan (gharar), suap-
menyuap (ryswah), bunga (riba), dan bathil.
2. Alasan Subjektif
Judul dari skripsiini meharik untuk diteliti lebrh lanjut, dalam hal
ini memperkaygpenge_t__ahuan dalar_n__ .b.idgr]gl mu'amlah khususnya tentang
ijarah agar lebih meﬁéélém o
C. Latar Belakang Masalah
Hukum merupakan aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia
biasa, secara terminologi umum, hukum adalah himpunan peraturan yang
berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan
karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan dalam istilah Islam
hukum merupakan titanh Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan
manusia yang sudah mukallaf dalam hal tuntutan melakukan sesuatu atau

meninggalkannya (seperti wajib, sunnah, haram dan makruh) atau kebebasan



perbuatan (mubah) atau dalam pernyataan sah dan tidaknya suatu perbuatan
sehingga tercapai keadilan. Disamping itu hukum juga bertujuan melindungi
pihak yang lemah dari yang kuat seperti dizaman saat ini.

Setiap masyarakat secara tidak langsung mendapat peran sebagai
konsumen, karena manusia sebagai makhluk yang selalu ingin memenuhi
segala kebutuhannya dengan mengkonsumsi barang atau jasa,. Selain sebagai
makluk sosial, pada dasarnya manusia sebagai makhluk biologis yang tidak
pernah berhenti memiliki kebutuhannya untuk mempertahankan hidup. Untuk
memuaskan kehidupannya. Pada prinsipnya kebutuhan manusia terbagi dalam
tiga hal yakni:

1. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi
segala-kebutuhan yang harus dipenuhi, misalnya sandang;pangan , papan.

2. Kebutuhan skunder ‘yaitu kébutuhan tambah yamng intinya hanya
menambah kép%sfan-ko_nsumen. Q

3. Kebutuhan akan kemé()véhan (tersi.érﬂ.)ﬂ ;aitu kebutuhan yang hanya sebagai
orang saja yang dapat memenuhi, misalnya perhiasan, mobil, tv, radio dan
lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhannya, ada sebagian masyarakat yang
mengonsumsi kebutuhannya dengan cara produksi sendiri. Namun pada
umumnya banyak pula masyarakat yang dalam memenuhi kebutuhannya
dengan tidak memproduksi sendiri atau selalu melibatkan pihak lain untuk

memenuhi kebutuhannya misalnya dengan cara menyewa /jual jasa. Sebagai

SAbdul Manan, Ekonomi Islam Teori dan Praktek, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf,
1997), h. 48.



contoh bahwa sebagian masyarakat mengkonsumsi jasa sebagai prantara untuk
membantu kebutuhannya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Dalam islam membolehkan manfaat dari sesuatu yang dihalalkan
menurut syara. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam QS Al-Bagarah:168 yang

berbunyi :

4‘ /5 -~

5235 Y5 L ijméw 1,5 LT Gl

.&i;i}vﬁ ;4.:\ u_)a..mﬂujb

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu.’

Islam mengajarkaﬁ kepadal urﬁatnya agar=mereka berusaha untuk
memenubhi kebutuh’a_fi: hidup mereka d_é_hg.;h'.bérusaha sebaik-baiknya, tetapi
perlu diingat usaha yang dianjurkan adalah yang sesuai dengan aturan agama
Islam. Oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan
aturan agama Islam bagaimana dengan upah yang diterima karena telah
mengerjakan pekerjaan yang telah dilarang dalam islam.

Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan untuk membatasi
keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya
tanpa member mudharat kepada orang lain. Dalam hal muamalat banyak

sarana yang dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan dirinya maupun

"Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemahannya “AL-Aliyy”, (Bandung:
Diponogoro, 2000), h. 41.



orang lain, salah satunya sarana yang digunakan adalah melalui jasa atau biasa
yang disebut dengan ljarah atau upah mengupah.

ljarah yang berarti juga perjanjian kerja, ada kalanya merupakan
perjanjian dengan orang-orang atau lembaga tertentu untuk mengerjakan
pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seseorang atau beberapa orang musta jir.®
Banyak hadis Nabi yang memberikan keterangan bahwa Nabi dan para
sahabatnya melakukan perjanjian upah mengupah, yang berarti upah
mengupah merupakan perjanjian atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum
Islam selama itu perjanjian yang bukan terlarang. ljarah tentunya tidak akan
pernah terlepas dari kehidupan manusia terutama masyarakat yang berada di
kota-kota begar yang telah maju.

Pada era modern , saat ini banyak pekerjaan=pekerjaan yang
bertentangan tetapi. tetap “saja dilékukan dengan alasan untuk memenuhi
kebutuhan hiduphyi-:s_alah___satunya de___ngan_-fn_e__ngambil keuntungan dengan
cara mematok harga dan tldak adanya.. Rééépakatan di awal perjanjian, seperti
yang terjadi di toko servis komputer/laptop Rava Komputer di Simpur Center,
di toko Rava Komputer ini melayani jasa servis dan jual beli laptop dan alat
elektronik untuk perangkat laptop dan komputer.

Dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui
dimana letak rusak dari barang elektronik tersebut harus membayar upah
sebesar Rp 25.000-50.000 jika kontrak perjanjian batal dikarnakan harga yang

diterima untuk pengecekan total sangat tinggi. Akibatnya, customer

® Hendi Suhendi, Figih Muamalah, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011),
h. 131.



membatalkan akad tersebut karna selaku mu jir mempunyai hak khiyar untuk
menjauhi unsur ketidakjelasan dalam kontrak, hal ini yang membuat custumer
(mujir) menyebabkan kerugian dikarenakan dalam konsep segi harga atau
upah yang mana harus ditentukan pada saat melakukan akad diawal kontrak
agar kedua-duanya tidak merasa adanya unsur ketidakadilan dan pemaksaan
harga.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkadang pelaku usaha
sering memberikan penjelasan upah atas jasanya pada saat di akhir perjanjian
dengan mematok harga kepada customer sehingga menyebabkan unsur
pemaksaan, kekeliruan. Hal ini mengacu pada riba dikarenakan konsep akad

yang tidak jelas,seperti yang dijelaskan pada hadis nabi‘berikut ini
T 28 G Ak Bl ) gam 3G Ak, (ol (2 5
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Artinya: Dari abu Sa’id Alkhudriyyi r.a bahwasannya Rasulullah s.a.w
bersabda: “Barangsiapa yang mengupah seorang buruh hendaklah ia
terangkan upahnya “kepadanya’. Diriwayatkan oleh Abdurazaq padanya
ada ingitha, tetapi Baihagy menganggapnya mausul dari jalan Abu
Hanifah.

Sedangkan dalam Islam mematok harga yang tidak sesuai dengan

porsinya adalah haram yaitu tdak adanya keseimbangan pada pihak customer

% Al-Hafidh Ibnu Hajar Asgalany, Bulughul Maram, (Bandung: PT. Alma’Arif, 1996), h.
337



(mu ’jir) dan pelaku usaha ( musta ’jir) tidak bisa menuntut haknya karena tidak
adanya ketentuan yang jelas dan mengikat. Begitu juga dengan setiap
perjanjian yang sah mengikat bagi para pihak yang mengadakan harus
memenubhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam Pasal 1320
KUHPerdata, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak (asas konsensual),
kecakapan bertindak dari para pihak, adanya objek tertentu, dan mempunyai
kausa halal. Dianggap tidak ada jika di dalamnya terdapat paksaan, kekhilafan,
maupun penipuan,

Hal ini juga terdapat dalam pedoman umum Islam tentang masalah
kerja, yaitu Islam tidak membolehkan pengikutnya untuk mencari uang sesuka
hatinya dan dengan jalan apapun yang dimaksud. Tetapi Islam memberikan
kepadarmereka suatu garis pemisah antara yang boleh danyang tidak boleh
dalam mencari perbekalan hidup,: dengan menitik beratkan juga kepada
masalah kemaslaha}_tir-_wmum._ Garis pe_r__nisah-i_ni _berdiri di atas landasan yang
bersifat kulli (menyelururs yéng artin}..laﬂ.;‘.ﬂﬁahwa semua jalan untuk berusaha
mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali
dengan menjatuhkan orang lain, adalah tidak dibenarkan. Dan semua jalan
yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling
rela-merelakan adil dan tidak adanya unsur keterpaksaan dari pihak manapun,
adalah dibenarkan”.*

Dalam hukum Islam pembahasan mengenai hal-hal yang bertujuan

untuk melindungi hak mu’jir dari dapat kita lihat dalam magqashid syariah(

1% Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Bina IImu,
1993), h. 193.



tujuan-tujuan adanya hukum) sehingga memperlihatkan hal tersebut, segala
macam persoalan bisa terselsaikan. Lebih mengenai kebutuhan-kebutuhan
manusia baik yang bersifat dharuriyat, hajiyyat maupun tahsinihiyyat. Selain
itu juga dalam islam terdapat khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan
jual beli disebabkan suatu hal bagi kedua pihak. Misalnya tidak terpenuhinya
syarat yang telah disetujui, orang itu belum dilihat secara jelas oleh pembeli,
sifat yang disetujui tidak terpenuhi dan adanya cacat dalam barang atau harga
yang diserahkan .

Oleh sebab itu pemberlakuan upah sendiri sebagai sarana penukaran
yang dilakukan oleh penjual dan pembeli jasa harus terpenuhi syarat dan
ketentuannya. sesuai dengan porsi yang dikerjakan, seperti yang dijelaskan

denganrayat Al-Qur’an dibawah ini :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

dan janganlah kamu membunuh dirimu. **

1 1bid., h. 122.
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua transaksi yang bermaksud
mengeksploitasi adalah dilarang, juga tranksaksi yang bermaksud mengambil
keuntungan berlebihan terhadap pihak lain. “ janganlah bunuh dirimu” adalah
peringatan keras bahwa seseorang yang dengan cara curang mengambil harta
orang lain, sesungguhnya telah membawa dirinya sendiri kepada kehancuran,
karena kejahatan semacam itu benar-benar menghancurkan aturan masyarakat
yang pada akhirnya akan mengancam dirinya sendiri dan ia tidak dapat
melepaskan diri dari akibat kejahatannya sendiri tersebut.*?

Seperti halnya dengan mengambil harta dengan cara yang batil atau
laba dari pekerjaan tersebut hukumnya adalah haram dan riba jika dalam salah
satu pihak memfasakh akad dikarnakan terdapat khiyar dalam transaksi yang
dilakukanssmaka tidak wajib bagi _konsumen untukssmeémberikan upah
sedangkan»pekerjaan tersebut belufn sempat dilakukandsebagai teknisi dari
service computef. r__liqma-- s_uat_u tanksalgsi. apapun itu dinyatakan haram atau
cacat apabila disertai kond|S| yang fﬁéﬂnﬂg.juntungkan salah satu pihak, atau
menimbulkan ketidakpuasan dalam kontrak tersebut atau memberi peluang
untuk menarik keutungan banyak dari tujuan tranksaksi tersebut .**

Bahkan dalam hukum bisnis syariah mengenai cara-cara haram dalam
mengeruk keuntugan diantaranya ialah keuntungan dari memperdagangkan

komoditi haram, keuntungan dari perdagangan curang dan manipulasi,

2 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid IV, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf,
2003), h. 187.
" Ibid., h. 189.
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keuntungan melalui penyamaran harga yang tidak wajar, dan keuntungan
melalui penimbunan barang dagangan.*
Berangkat dari kondisi inilah penulis tertarik untuk mengkaji secara
lebih dalam tentang upah tas jasa pemeriksaan barang rusak elektronik yang di
tinjau dari pandangan hukum islam dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik (Studi
Kasus di Toko Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung)
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik upah jasa pemeriksaan barang elektronik di Toko Rava
Computer Simpur Center?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pemeriksaan
barangelektronik di Toko Rava Computer?
E. Tujuan'dan Kegunaan Penelitian |
1. Tujuan Pene.li’gi_ap-__---....___ | >
a. Untuk mengetahui tafé 'céra pelal%Séﬁ.éan jasa pemeriksaan barang rusak
elektronik di Toko Rava Computer Simpur Center
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang status upah pada jasa
pemeriksaan barang elektronik tanpa kejelasan akad diawal perjanjian.
2. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media

pembanding dalam khasanah keilmuan dibidang Muamalah, serta untuk

 A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah, Cet Il (Jakarta: Amzah, 2013), h. 117.
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memberikan informasi tentang bagaimana status upah jasa pemeriksaan
barang rusak elektronik menurut Tinjauan Hukum Islam.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam
mempraktekan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama
belajar di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian
Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan yang
mampu mengadakan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka penulis perlu menentukan cara atau

metode yang dianggap penulis baik untuk digunakan dalam penelitian ini,

sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselsaikan
secara baiksdan optimal. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal'Sebagai berikut :

1. Jenisdan Sifat Penelitian |
a. Jenis Pen.el__it_ie_m_ -yai_t_uqenis peng_litian.:iﬂi_ adalah penelitian lapangan

(field research) Hﬂy‘ai.tu suatﬁ Mﬂéenelitian yang bertujuan untuk
mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.™

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian
pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi
dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, koran, dokumen,
jurnal, artikel dan referensi lainnya.

b. Sifat Penelitian

15 Kartini Kartono, Pengantar metodologi Riset Sosia, Cetakan VII (Bandung: Mandar
Maju, 1996), h. 81.
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Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu dengan
cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data
tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan.'®

2. Sumber Data Penelitian
a. Data Primer

Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan
metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam
kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini diperoleh dari responden
langsung yakni dari Karyawan servis dan konsumen di Toko Rava
Simpur Center.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yangssmendukung data
penelitian, pengumpulan dafa ini’ diperoleh dari<ouku-buku, majalah,
jurnal, dah_jEQb_il—juq_ul_ lain yang _ber!(a_li_t_an dengan judul skripsi yang
dimaksud. o o

2. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.'” Menurut Nana Sudjana populasi adalah sumber data

yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subyek, gejala

6 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004), h. 23.
17 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta , 2001), h. 57.
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atau obyek.® Adapun data yang dijadikan sebagai populasi ialah
terdapat 2 orang dari pihak toko Rava komputer yaitu pemilik dan
teknisi serta 6 orang konsumen sebagai data yang dijadikan populasi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-

cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dengan
lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.’® Ditemukan sampel
pada penelitian ini yaitu 7 orang. Terdiri dari 2 orang dari pihak toko
dan 5 orang konsumen Toko Rava Komputer di Simpur Center Bandar
Lampung.

3. Teknik Pengumpulan Data
an=Observasi, diperlukan untuk melakukan gpengamatan secara
langsung tentang ‘latar beiaka‘ng keadaan saat ‘ini dan interaksi
Iingkunga.n__@-gtu--ke_l_ompok sqc__i_al,i-r_m}ii/_i_du. Adapun objek penelitian
adalah Toko Ravahéi'rhpur Cenfé'rﬁB“éndar Lampung.
b. Metode Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer
yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan.? Yang

menjadi responden nya yaitu karyawan dan Customer.

8 Nana Sudjana, Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1996), h. 23.

Susiadi AS, Metodologi Penelitian , (Bandar Lampung,: Seksi Penerbit Fakultas
Syariah, 2014), h. 81.

20 AbdulKadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004), h. 86.
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4. Pengolahan Data
Umumnya Dilakukan dengan Cara setelah data yang diperlukan
terkumpul baik dari perpustakaan maupun lapangan, maka diolah
dengan sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dengan

gambaran data .

a) Pemeriksaan data (editing) bertujuan untuk mengurangi kesalahan
yang ada didalam daftar pertanyaan dan jawaban yang diperoleh
dari pemilik Toko Rava Computer Simpur center, pegawai atau
karyawan teknisi dar

b) Pemaknaan data memberikan penjelasan secara rinci dan
mendalam mengenai data yang disajikan agar mudah dipahami .

e)=Rekontruksi Ulang data yaitu menyusun ulang.data secara teratur,
beraturan, Iogissehingga:mudah dipahami dan‘diinterprestasikan.

d) Sisterﬁa_tﬂ»zg—_ -da_t__a_ yaitu _rr]e_nep_ayl@n data menurut kerangka
sistematika ba-h.-ééa.n berdaséfké;l urutan masalah.”

5. Analisia Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
disesuaikan dengan kajian penelitia, yaitu Perspektif Hukum Islam
tentang system pengupahan tanpa kejelasan akad yang akan dikaji
menggunakan metode kualitatif . maksudnya adalah nahwa analisis ini
bertujuan untuk menegtahui bentuk upah mengupah serta praktek upah

mengupah ini. Tujuannya dapat dilihat dari Pandangan Hukum Islam .

2! Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., h. 126.
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Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode
berfikir Induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari
suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang
berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang
diselidiki.”

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang
berbagai hal yang berkenaan dengan system Pengupahan Tanpa
Kejelasan Akad dalam Hukum Islam dengan mematok harga tanpa
sesuai dengan porsi yang dikerjakan. Hasil analisanya dituangkan
dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan

dalam penelitian ini.

22 Sutrisno Hadi, Metode Research , Jilid | (Yogyakarta : Yayasan Penerbit , Fakultas
Psikologi UGM, 1981), h. 36.



BAB II
LANDASAN TEORI
A. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Akad menurut etimologi (bahasa) mempunyai beberapa arti antara lain:
a. Mengikat

Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya salah satunya
dengan yang lainnya sehingga bersambungan, kemudian keduanya

menjadi sebagai potongan benda .

b. Janji,
Seswai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ali lmran (3): 76:

PR R R G
T opeed ) < AL sl 39l e o
() iad| Sy VUL (@15 ot gay (39l e L

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji
(yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertakwa.’

c. lIstilah akad berasal dari bahasa arab yakni Al-‘aqd, secara bahasa Al-

‘aqd bentuk masdarnya ‘Agada dan jamaknya adalah Al-‘Uqud yang

berarti adalah perjajian tercatat atau kontrak.?

! 1bid.,h.88

’(Al-adalah Vol. XII. No.04 4 Desember 2015), h.786. (On-line) tersedia di :
http://ejournal.radenintan.ac.id/mdec/php/adalah/article.view. ( 29 Desember 2018, pukul 22:10
WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



http://ejournal.radenintan.ac.id/mdec/php/adalah/article.view
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Istilah Ahdu dalam Al-Qu’an mengacu kepada pertanyaan sesorang
untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada
sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak
memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak
berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.®

Perkataan ‘agdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih,
yaitu apabila sesorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang
menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang
berhubungan dengan janji yang pertama maka terjadilah perikatan dua
buah janji (‘ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang
satu dengan yang lain disebutkan perikatan ( ‘agad):

ljab adalah Pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu
pihak, yang mengandung keinginan‘nya secara pasti«untuk mengikat diri.
Sedangkan qabgl pernyataan pihal_g__..lairy--_sgt_elah ijab yang menunjukan
persetujuan untuk me-.r.l-.g'ik.at diri. Jadl ..sﬂetiap pernyataan diungkapkan oleh
pihak lain setelah ijab disebut gabil (Pelaku gabul), tanpa membedakan

antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.”.

2. Dasar Hukum Akad

d. Q.S al-Maidah 5:1

Eka Nuraini Rahmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani,”Akad Jual Beli Dalam Perspektif

Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol.XIl, No. 04, 4
Desember, 2015), h.786.

® Tim Tasbih Departemen Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: Versia Yogya

Grafika, 1995), h. 23,

h. 98.

* Nasroen Haroen, Figh Muamalah, Cet. Ke-2, ( Jakarta : Gaya Media Pertama, 2007),
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. °
b. Q.S. Ali ‘Imran(3):76

Artinya: ”"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji
(yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertakwa.’
3. Rukun dan Syarat Akad
a. Rukun Akad
Rukun akad adalah kata mufrad dari kata jama’ “arkaa”
artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yag menentukan sah
(apabila dilakukan_) .dan' ti_dak_ sah' (apabila “diunggalkan) sesuatu
pekerjaan-dan sesuatu itu termasuk dalam-pekérjaan itu.’
Adap_unU1ama Hanafiyél'r.\-lﬂ-".'_'rjﬁéﬁaartikan rukun dengan sesuatu
yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi
sesuatu tersebut, sedangkan menurut Jumhur Ulama Figh, rukun
adalah sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi
sesuatu tersebut.®
Dengan demikian yang dimaksud dengan rukun adalah suatu

unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas

*Ibid., h. 156

®Ibid., h.165

" M. Abdul Mujieb, dkk, Kamus Istilah Figih, Cetakan Ke 11, (Jakarta : Pustaka Firdaus,
2002), h.300.

® Nasrun Haroen, Ushul Figh I, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996 ), h. 264.
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pekerjaan yang lain, yag dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah
mengupah atau perdagangan.
Menurut ahli-ahli Hukum Islam Kontemporer, rukun yang

membentuk akad itu ada empat , ° yaitu:

1) Para pihak yang membuat akad (al-agidan)

2) Pernyataan Kehendak para pihak (sighatul-‘aqd)

3) Objek Akad (mahalul-‘aqd)

4) Tujuan Akad (maudhu’ al-‘aqd)

b. Syarat Akad

Berdasarkan -unsur akad- yang 'telah dibahas, ada beberapa
macam syarat akad, yaitu syarat-terjadinya akad, syarat sah, syarat

memberikan, dan sy_afat kéharasan (luzum).

1. Syarat terjadinya.akad

Sya;.;_té_fjédi'ﬁya akad 'éaél'éﬁ_segala sesuatu yang diisyaratkan
untuk terjadinya akad secara syara’. Jika tidak memenuhi syarat
tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

a. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
b. Khusus, yakni syarat yang harus ada pada sebagian aka, dan tidak
diisyaratkan pada bagian lainnya.

2. Syarat sahnya akad

° Abdul Mujueb, Kaidah-Kaidah llmu Figih, ( Jakarta : Kalam Mulia, 2001), h . 25.
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Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara’
untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad
tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama
Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya sesorang dari enam kecacatan
dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu,
perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli
rusak(fasid).

. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan
kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang
sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yangsdimilikinya sesuai
dengan aturan syara’, adapuﬁ kekuasaansadalah Kemampuan sesorang
dalam bef-@_h_a_saruf.____sesuai dengan---kef&aﬁpan syara’, baik secara asli,
yakni dilakukan c-)..l-.eh.dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi
wakil seseorang). Dalam hal ini diisyaratkan antara lain:

a. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad,
jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya
yang asli.

b. Barang yang dijadikan tidak berkaita dengan kepemilikan orang

lain.
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4. Syarat kepastian hukum (luzum)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat luzum
dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli,
seperti Khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika luzum tampak,
maka akad batal atau dikembalikan.'

c. Macam-macam ‘Aqad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya
sangat bergantung pada sudut pandangnya. Di antara bagian akad yang
terpenting adalah berikut ini:

1. Berdasarkan ketentuan syara’
a. Akad sahih
Akad sahih adalah akad yang memenuhifunsur dan syarat
yang telah ditetapkan syéra’.’ Dalam.istilah ulama Hanafiyah akad
sahih .aqilgh akad yang me_r_n_enuhi—_- Egtentuan syariat pada asalnya
dan sifatnya. Y o
b. Akad tidak sahih
Akad tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur
dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum
atau tidak sah . Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa
akad yang batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama
hanafiyah membedakan antara fasid dan batal

2. Sifat-sifat Akad

1% Rahmat Syafe’l, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia), h. 64-66.
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Segala bentuk tasharuf (aktivitas hukum) termasuk akad memiliki
dua keadaan umum.

a. Akad tanpa syarat (Akad Munjiz)

Akad munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa member
batasan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti
ini dihargai syara’ sehingga menimbulkan dampak hukum.

b. Akad bersyarat (Akad ghair Munjiz)

Akad ghair munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang dan
dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada
akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau
ditangguhkan pelaksanaannya ."*

d. "Sahdan batalnya akad, ditinjau_dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
1. »Akad shahihah, yaitu akéd-a‘kad yang mencukupi persyaratannya ,
baik sya__@t_- yang___khusus maupun.syarat yang umum.
2. Akad fasihah-. I-.y'ai.tu akad;akéa yang cacat atau cedera karena
kurang salah satu syarat-syaratnya baik syarat umum maupun

syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.'?

Rukun (unsur) akad, seperti telah disinggung terdahulu,
meliputi empat macam dalam doktrin hukum islam kontemporer,
yaitu :

1. Para pihak yang membuat akad

"Ibid.,h.66-68
'2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah , Cet ke-9 (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 43.
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Pernyataan kehendaak atau pernyataan perizinan (yang
meliputi ijab dan Kabul)
Objek akad

Tujuan akad

Masing-masing rukun ini memerlukan syarat-syarat agar

rukun tersebut dapat membentuk akad yang kemudian disebut

syarat-syarat terbentuknya akad, yang keseluruhannya meliputi

delapan macam, yaitu:

a.

b.

Tamyiz (berakal)

Berbilang pihak, kedua syarat ini-merupakan syarat dari rukun
pertama, yaitu para pihak yang membuat akad

Persesuaian ijab dan Kabul

Kesatuan méjlis akad, syérat (3) dan.(4)'merupakan syarat dari
rukuff® Skedua, < yaltu . pernyataan kehendak
(perizinan,persetujuan,ar-ridha)

Dapat diserahkan

Tertentu dan ditentukan

Dapat diperdagangkan, dan tiga syarat terakhir ini merupakan
syarat dari rukun ketiga, yaitu objek akad.

Tidak bertentuan dengan syara.

Hanya saja dengan terpenuhinya keempat rukun dan

kedelapan syarat diatas, akad belum serta merta menjadi sah.
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Meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa
kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu :

1) Bebas dari gharar

2) Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan

3) Bebas dari syarat-syarat dari fasid

4) Bebas dari riba untuk akad atas beban

Adanya gharar, adanya kerugian yang menyertai
penyerahan, adanya syarat fasid dalam akad, dan adanya unsure
riba, (dan menurut jumhur adanya paksaan) membuat suatu akad
menjadi fasid menurut mazhab Hanafi atau batal menurut mazhab
lainnya yang tidak membedakan fasid dan batal.** Para pengikut
Imam Malik berp'egan'gan pada lahiriah dalil=dalil sam’l dan giyas
dan.diantara délil lahir yang paling jelas«dalam masalah ini ialah

firman AHahQSAI -Maidah 51yarttr :

c L g20 ° /f,fo > .4“ /‘,SE/
asanlU gyl Il 7l L@l
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu..**

Yang dimaksud dengan akad ialah ijab dan gabul dan
perintah tersebut menunjukan wajib, sedangkan khiyar majlis
mengharuskan ditinggalkannya pemenuhan akad. Karena menurut

fugaha pembeli dan penjual dibolehkan menarik kembali dalam

13 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers , 2010), h. 243.
“Ibid., h. 156.
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jual beli sesudah menelitinya, dan selama kedua belah pihak belum
berpisah dari majlis.*®

Sedangkan akad yang sah ada kemungkinannya tidak dapat
dilaksanakan akibat hukumnya beberapa syarat berlakunya akibat
hukum akad, yaitu adanya kewenangan atas objek akad (asset yang
menjadi objek), dan adanya kesewenangan terhadap tindakan
hukum yang dilakukan. Akan tetapi, meskipun syarat ini juga telah
terpenuhi masih ada dalam akad itu kemungkinan hak salah satu
pihak untuk membatalkan akad secara sepihak karena sifat akad itu
sendiri atau karena adanya beberapa jenis khiyar (hak opsi) .

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-
syarat tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabilasfukun dan syarat
yang dimaksud tidak dibenuhi. Akan tetapigoleh karena syarat-
syarat. q}@q—_itu.__beragam jen__is_nya_,--_nlgka kebatalan dan keabsahan
akad menjadi -.l:.)ﬂe'rtingkat-tir..lgﬂk.éi sesuai dengan sejauh mana rukun
dan syarat-syarat itu terpenuhi.*®

Menurut Rahmat Syafe’l, akad dapat berakhir dengan
pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad
mauquf (ditangguhkan), akad dengan pembatalan, terkadang
dihilangkan dari asalnya seperti pada masa Kkhiyar, terkadang
dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam

sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati, pada

!> |bnu Rusyd , Terjemahan Bidayatul Muijtahid , (Semarang : Asy-Syifa, 1990), h. 97.
16 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Figh Muamalat,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 244.
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akad ghair lazim yang kedua pihak dapat membatalkan akad,
pembatalan ini sangat jelas seperti pada penitipan barang,
perwakilan, dan lain-lain seperti gadai.*’

Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad
walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang,
adapun pembatalan pada akad lazim, terdapat dalam beberapa hal
berikut:

1. Ketika akad rusak
2. Adanya khiyar
3. Pembatalan akad
4. Tidak mungkin melaksanakan akad
5. Masa akad berakhir
B. Asas-Asas’Akad dalam Hukum Isiam'

Hukum Pey@ta-lslgm telah _m_enetgp_k_an beberapa asas akad yang
berpengaruh pada pelaks;;héén akad 6Iéﬁ.“pihak-pihak yang berkepentingan.
Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan
berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat.*® Asas-asas tersebut
diantaranya adalah:

1) Asas Ibahah (Mabda’ al-1bahah)
Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang

muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah figh yang berbunyi:

Gt 33 e 3 33 ) 220y) 0l s LY

YIbid., h.70 .
8 Ibid., h. 75.
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Artinya: “Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang

menunjukkan keharamannya”.

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam
masalah ibadah. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, Kkhususnya
perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun
dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian
tersebut. ™
Asas kebebasan berakad (Mabda’ Hurriyyah at-Ta’aqud)

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk
melakukan suatu perjanjian, baik tentang objeknya maupun syarat-
syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila
tefjadi.di  kemudian hari. Kebebasan menentukansssyarat-syarat ini
dibenarkan selama tidak bertenfang-an dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam hukum. Islam._

Tujuan dari asasml adalah..uﬂ'h.tﬂt.iﬂlg menjaga agar tidak terjadi saling
mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya.
Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan
(ikrah), tekanan, penipuan, dari pihak manapun.?® Asas kebebasan berakad
ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas

terhadap asas ibahah dalam muamalah.?

Asas konsensualisme (Mabda’ ar-Radha 'iyyah)

" Ibid., h. 83-84.
2% bid.,h. 79
2 Syamsul Anwar, Op Cit, h. 84.
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Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu
perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa
perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada
umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.?

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas

konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

@ Py

;ML@@,A RN T AP\ (V1
o) Pl bl N K e o B S

]

5\5,—/

z
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Low5 250 OF b

Artinya:. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta,sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan‘perniagaan‘yang Berlaku dengan suka sama-suka
di_antara kamu. dan janganlah kamd~ membunuh dirimu;
Sesungguhnya AIIah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.
An-Nisa: 29)” A=

Sabda Nabi SAW “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan

kata sepakat”. (HR Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Kaidah Hukum Islam “Pada asasnya perjanjian (akad) itu adalah

kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka

tetapkan melalui janji”. 24

4) Asas kerelaan (al-Ridha)

22 syamsul Anwar, Op Cit, h. 87.

2pid., h. 122.

24 Mushthafa Ahmad az-Zarqa’, al-Figh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-
Fighi al- ‘Amm, jilid 11, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 1083.
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Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang dilakukan oleh para
pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya.
Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum perdata
umum dalam hal kerelaan membuat kontrak. Dalam hukum perdata umum,
kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak
memperhatikan nilai-nilai agama.

Adapun dalam hukum Islam nilai-nilai agama sangat diperhatikan.
Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang membuat kontrak tidak boleh
menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat
kontrak itu telah telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, hukum
Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak
sestiaimdengan keinginannya, tapi. yang menentukang@kibat hukumnya
adalah ajaran agama, untuk mehjaga jangan-sampai.erjadi penganiayaan
antara sesamé manwsia melalui kontrak yang dibuatnya.

Asas keseimbangan (J-\./}a'b.da ’ at-Tc’:‘l‘\)\IﬂéZlJn fi al-Mu’awadhah)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para
pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap
menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa
yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam
memikul risiko.”

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermi dalam larangan

terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang

2> Syamsul Anwar, Op Cit, h. 90.
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memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama
sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun saat dananya
mengalami kembalian negatif.?®

6) Asas persamaan dan kesetaraan (al-Musawah)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang
melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu
dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak
yang melakukan akad perjanjian karena erat hubungannya dengan
penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah
pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya.

7) Asas keadilan (al- ‘Adalah)

Pelaksanaan asas, ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk
berlaku, benar dalam mengungképkan kehendak dan‘keadaan, memenuhi
perjanjian yang_t telah dlsepakatl bersama dan memenuhi segala hak dan
kewajiban, tidak salmg mendzaI|m| dan dilakukannya secara berimbang
tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.?’

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Hud (11) ayat 84 yang berbunyi:

2T Abdul Manan, Op Cit, h. 77.
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Artinya: “Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka,
Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali
tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi
takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam

Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir

terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat) "%

Setiap kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan maka prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya
kontrak tersebut, sebab keadilan itu merupakan hal yang bersifat
multidimensional yang berintikan kebenaran.?

Asas kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat
oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka
dan tidak menumbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan
(musyaggah). Apabila d'alam' pelaksanaan akad tefjadi suatu perubahan
keadaan yang.tidak dabat diketéhui .sebelumnya serta membawa kerugian
yng fatal bagi"_b%Hék.'.."'bersangkuta"rj..ﬂ'é_éhiﬁjgga memberatkannya, maka
kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk
akal.*

Asas amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak
haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak
dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi

28 |pid., h. 340.
2 pid., h. 79.
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alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak
benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.®
10) Asas tertulis (al-Kitabah)
Asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk
melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di
kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Qur’an surat al-

Bagarah (2) ayat 282 yang berbunyi:

q g G4 g3 d 3 Pis ;\r P N4 O R

N3y e &&Jyﬁg.:l.cd/ls}:l&:.‘ju_ésﬁb | aede
E/Q/
A

Artinyay,”Hai orang-orang yang beriman, apabila‘kamu bermu‘amalah
tidak—secara..tunai untuk-waktu—yang ditentukan, hendaklah
kamu.menuliskannya.-dan-hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah

ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya..) .3

11) Asas ilahiah
Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan
manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT sebagaimana tersebut dalah
Al-Qur’an surat al-Hadid (57) ayat 4 yang artinya: “Dia bersama kamu di

mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu

%1 Syamsul Anwar., Op Cit, h. 91.
%bid., h. 70.
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kerjakan”. Kegiatan muamalah termasuk dalam perbuatan perikatan yang
tidak lepas dari nilai-nilai ketauhidan, sehingga manusia dalam setiap
perbuatannya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya.
Dengan hal tersebut manusia tidak dibenarkan berbuat sekehendak
hatinya, karena segala perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah
SWT.%

Menurut KHES Bab Il Pasal 21, bahwa akad dilakukan
berdasarkan 11 asas, yaitu:

a. lkhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para
pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak
atau pihak lain.

baAmanah/menepati_janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para
pihak sesuai dengan késepakatan yang ditetapkan oleh yang
bersahg_kﬂt_-&n-dan_ pada saat_ yang sama terhindar dari cidera-janji.

C. Ikhtiyati/kehat-.i:h'aﬁan setiéb akad dilakukan dengan pertimbangan
yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

d. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang
jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik
spekulasi atau maisir.

e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi
kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi

dan merugikan salah satu pihak.

%% Gemala Dewi et al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Diterbitkan atas
kerja sama dengan Badan Penelitian Fakultas Hukum Ul dengan Prenada Media, 2005), h. 30.
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Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki
kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang
seimbang.

. Transparan, setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban
para pihak secara terbuka.

. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan
para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi
yang bersangkutan.

Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling
memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat
melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

itikad baik; akad dilakukan ' dalam sangka menegakan
kemaslahatan, tidak me:ngandung unsur jebakan dan perbuatan
buruk.lgmpya.-....____ : b,
. Sebab yang ha-l.;ll', fidak berféﬁféhgan dengan hukum, tidak dilarang

oleh hukum dan tidak haram.

Kemudian Pasal 26 KHES menentukan bahwa akad tidak sah

apabila bertentangan dengan:

1) Syariat Islam
2) Peraturan Perundang-undangan
3) Ketertiban umum, dan/atau

4) Kesusilaan
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C. Upah Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Upah (Ujrah)

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah dari segi bahasa al-ajru
yang berarti iwad (ganti) kata “al-ujrah” atau “al-ajru” yang bahasa
berarti al-iwad (ganti). Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai
upah atau ganti perbuatan.®*

Sedangkan menurut bahasa (etimologi) upah berarti imbalan atau
pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambilmanfaat
tenaga orang lain dengan jalan member ganti atau imbalan menurut syarat-
syarat terntu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan
imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk
mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itusdiberikan menurut
perjanjian yangtelah disepakati..35

Menufu_’_t_l-_dﬂs-Ah_mad bahwa -—Upa_tlfl _artinya mengambil manfaat
tenaga orang orang Iam dengan jél&irﬂl ﬁmember ganti dengan syarat-syarat
tertentu. Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami
bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya.

Menurut arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi
penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam
jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu
benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri. Sedangkan menurut

ulama hanafiah mengartikan ijarah dengan akad yang berisi pemilikan

% Helmi Karim , Figh Mu’amalah, (Jakarta : Rajawali Pers , 1997) , h. 29.
% Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Badar Lampung:PERMATANET
Publishing, 2016), h.141
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manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran jumlah
yang disepakati.®®
2. Dasar Hukum ljarah
a. Al-Qur’an
Ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan, ulama
memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Qur’an, Al-

Sunnah dan [jma’ antara lain:

Firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 233:

z
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan
pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan

% Ibid.,h.29.
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jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang
kamu kerjakan ¥’

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada
pekerja harus dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuali
dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar
bayi-bayi kalia diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia
menyusui , maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus
memberikan upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak
sah, pemberi pekerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah
harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan

dari.kedua belah pihak.*

. Hadis

Hédi_s..adal.ah___sabda, perp_u_atan.,..ketetapan dan persetujuan dari
Nabi Muhamm-a-lc-j..-. yéng dijadii'(la.ﬂr;ﬂlandasan syariat islam. Hadist
dijadikan sumber hukum Islam selain Al-qur’an. Dalam hal ini
kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an .

Selain itu ayat Al-Qur’an diatas ada beberapa hadist yang

menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan :

h. 350.

% 1bid., h. 57.

%8 Ahmad Mustofa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi , Cet | ( Semarang: Toha Putra , 1984),
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Artinya: Dari abu Sa’id Alkhudriyyi r.a bahwasannya Rasulullah s.a.w
bersabda: “Barangsiapa yang mengupah seorang buruh hendaklah ia
terangkan upahnya “kepadanya”. Diriwayatkan oleh Abdurazaq padanya
ada ingitha, tetapi Baihagy menganggapnya mausul dari jalan Abu
Hanifah.
c. lyma

Umat_ Islam pada masa sahabat telah betijma’ bahwa ijarah

dibolehka.n__sgk;)ab bermanfaat bag_i..ma_nys__i_aflo
3. Syarat dan Rukun Upah (Ijarah)..' .
A. Syarat sah upah (ljarah)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan
syarat sewa-meyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan
rukun sewa-menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari
hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa
terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat

sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa,

%9 Al-Hafidh Ibnu Hajar Asgalany, Bulughul Maram, (Bandung: PT. Alma’Arif, 1996), h.
337
“Ibid., h.124 .
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tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu
sendiri.

Sebagai sebuah tranksaksi umum, al-ijarah baru dianggap sah
apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang
berlaku secara umum dalam tranksaksi lainnya. Adapun syarat-syarat
akad ijarah adalah sebagai berikut .

1) Pelaku ijarah haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama syafi’iyah
dan hanabilah, diisyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karna itu
apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan
orang gila menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai
buruh), menurut mereka al-ijarah tidak sah.

Secara ‘mum dabat'dikatakan bahwa para pihak yang
melak.ulfir? : ijar_ah_ mestila_h_____omr_lgei)__rang yang sudah memiliki
kecakapan be-f.tﬂir'ldak yang.."sﬂé}ﬁpurna sehingga segala perbuatan
yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan
bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal
yang bersifat fisik dan kewajiban. Segala tindakan yang
dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah .

2) Keridhaan pihak yang berakad

*! Ghufran A mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta :Raja Grafindo Persada,
2002), h. 186.
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Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat
atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini
tidaaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau
kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, bik keterpaksaan itu
datangnya dari pihak-pihak lain. Ketentuan ini dapat dilihat dari

firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

-
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan.jalan yang batil,
kecuali/dengandjalan perniagaan yang Berlaku dengan
sukasama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu Sesunggubhaya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu 2

Ayat dlatas menjelaskan bahv;a diperintahkan kepada umat
islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal
bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang
merugikan antara kedua belah pihak. Akad sewa-menyewa tidak

boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar

keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.*

3) Sighat ijab Kabul antara mu jir dan musta jir , ijab Kabul sewa-

menyewa dan upah-mengupah, ijab Kabul sewa-menyewa

“?|bid., h. 122.
3 Nasroen Haroen, Figh Muamalah, ( Jakarta : Grafindo Persada Pertama, 2007), h.
232-233.
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misalnya “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari

Rp.5.000.000”, maka musta’jir menjawab “ Aku terima sewa

mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab Kabul

upah-mengupah misalnya seseorang berkata “Kuserahkan kebun
ini kepadamu untuk dicangkuli dengan wupah setiap hari

Rp.5.000.000”, kemudian musta jir menjawab “Aku akan kerjakan

pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak

baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah- mengupah.

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-

mengupah, diisyaratkan pada yang disewakan dengan beberapa

syarat berikut ini:,

a. Hendaklah bérang yaﬁg menjadi objek akad sewa-menyewa dan
upéhjm_engupgh_ dapat di_manfagt—_- liegunaannya.

b. Hendaklah benda yang menjadl objek sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja
berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa)

c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang
mubah(boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang
(diharamkan).

d. Benda yang diisyaratkan kekal’ain (zat)-nya hingga waktu yang

ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

6. Akad (ijab kabul) dalam hal ini diisyaratkan:
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a. Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu
dikerjakan.
b. Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan
urusan lain.
c. Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.
7. Waktu Pembayaran Upah
Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada
perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh
dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan.**
B. Rukun Upah
Rukun adalah “unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu
terwujud karena adanya unsure-unsur tersebut syang membentukya.
Misalnya rumah 'terbentuk karena _adanya_<unsure-unsur yang
membentﬁlgryg—_yaitu_ pondasi,t_iq_n_gilqn_ta__i_,dinding,atap,dan seterusnya.
Dalam konsep islé.rﬂn' u.nsure-uri.sﬂ};/ang membentuk itu disebut rukun.
Menurut jumhur ulama rukun ijarah ada(4) empat, yaitu :
1) Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah
mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut
mujir dan dan orang yang menerima upah untuk melakukan
sesuatu dan menyewa sesuatu disebut musta jir.

2) Sighat

* Ibid.,h.142-143.
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Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad
(sighatul-agad) terdiri atas ijab dan gabul dapat melalui : 1)
Ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5)
dengan diam-diam semata . syarat-syaratnya sama dengan ijab da
gabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus menyebut masa
atau waktu yang ditentukan.

3) Upah
Yaitu sesuatu yang diberikan musta’jir atas jasa yang telah
diberikan atau diambil manfaatnya oleh musta’jir
4) Manfaat
Untuk mengontrak sesorang musta’jir harus diketahui
bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganyageleh karena itu jenis
pekerjaannya harus dijélaskan, sehingga tidak kabur. Karena
tranksélgs_i--_upah.yang masih kabuizhukumnya adalah fasid.*
4. Macam-macam Upa-r;(.ijérah) o
Dalam figh muamalah upah dapat diklarifikasikan menjadi dua
yaitu:
a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang
sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai

kerelaan belah pihak yang berakad.

> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Tranksaksi Dalam islam (figh muamalat), ( Jakarta
: Raja Grafindo Persada, 2003) , h. 231.
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b. Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan
kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika
akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.*

5. Upah yang dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau
dalam perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardhawi bahwa “Jasa
dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsure kezhaliman,
penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, upah
yang melibatkan perdagangan khamr, ganja, babi, patung, barang-barang
sejenis, yang dikonsumsi, distribusi, atau pemanfaatnnya diharamkan
perdagangan juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan jasa yang
didapatkan melalui praktek itu adalah haram dan kotor:*

Upah yang dilarang dalém 1slam diantaranya dijelaskan Ahmad

Soleh dalam. p%u_nya...__'_l'erjemah_Qan--R(?n_jglasan Kitab Jilid Il, “jasa

seorang yang masihﬂfﬂnér.lawar pé.hjﬂﬁélan orang lainnya , membeli jasa

tawaran harga yang sangat tinggi dan membeli sesuatu sewaktu harganya
sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat”.*® Maksud hal
tersebut yaitu :

a. Menawarkan jasa kepada seseorang yang masih menawar penjualan
jasa orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang

lainnya. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang

% M.l Yusato dan MK Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam , ( Jakarta : Gema
Insani Press, 2002) , h. 67.

4T yusuf Qardhawi , Halal Haram Dalam Islam , (Solo : Era Intermedia, 2000), h. 24.

8 Ahmad Sholeh , Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid 11, ( Semarang : Usaha Keluarga
, 1985), h. 37.
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membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan
menyakitkan orang lain.

b. Membeli dengan tawaran harga harga jasa yang sangat tinggi, tetapi
sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya
bertujuan supaya orang lain tidak berani membeli jasanya.

c. Membeli suatu jasa sewa harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan
masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual

setelah harganya tinggi.

Diterangkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan yaitu”
macam-macam upah yakni upah secara arbun, upah secara najasy menjual
sesuatu yang haram adalah haram dan upah yang tidak transparan”.*
Konsep ini dapat penulis‘@nalisa yditu :

1) Upah'secara ‘arbuﬁ o
Yait—u;h%e-r-hbéli barang;_q;téui-'}a-s&-dengan membayar sejumlah
harga jasa lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka, kalau tidak jadi
diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan ke penjual.
2) Upah secara najasy ( Propaganda Palsu)
Yaitu menaikan harga jasa bukan karena tuntutan semestinya,
melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orag lain (agar mau

membeli dengan harga tersebut).

3) Menjual sesuatu yang haram

% Hasbi Ash Shiddieqy,Hukum-Hukum Figh Islam, (Tinjauan Antar Madzhab),
(Semarang :Pustaka Riski Putra, 2001), h. 354.
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Misalnya upah jasa dari babi, khamr , makan dan minuman
yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala
dan sejenisnya. Pembolehan dalam penjualan dan
memperdagangkannya  berarti  mendukung praktek  maksiat,
merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang
untuk melakukannya.

4) Upah yang tidak transparan

Yaitu setiap tranksaksi yang memberi peluang terjadinya
persengketaannya karena barang yang dijual tidak transparan, atau
ada unsure penipuan ‘upah yang tidak sesuai yang dapat
membangkitkan permusuhan antara dua ./ belah pihak yang
bertranksaksi, atau salah satu pihak menipu pihakglain, dilarang oleh
Nabi SAW. |

Misgﬂwya--me_njual calqn___.ana!k_f)_inatang yang masih berada
dalam tulang pur-i.t_-:.]gu.ng binaté'rié ”j.antan , atau anak unta yang masih
dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih
di dalam air, dan semua upah yang masih ada unsur tidak transparan.
Dan juga tujuan dari pekerjaan dari berniaga adalah memperoleh
keuntungan. Selama agama membolehkan pekerjaan berniaga, namun
demikian agama melarang keuntungan berlebihan yaitu keuntungan

melebihi batas yang umumdi masyarakat. Oleh sebab itu agama
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melarang seseorang pedagang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli
akan harga dari suatu barang atau upah atas jasa yang dilakukan.
Termasuk unsur yang tidak tampak adalah upah yang ghaib.
Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tranksaksi upah tersebut adalah
termasuk upah yang ghaib (tidak ada) meskipun disifati dengan uang
sebagai perantaranya. Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan
sifat berpengaruh pada terjadinya upah dan sifat-sifat tersebut sebagai
guna penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban
(ketidaktahuan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan
dalam membeberkan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan
padanya. Karena itu membolehkan penjualan yang didasarkan atas
keterangan sifat-sifatnya.
6. Hak'MenerimaUpah’

Hak ijq@h_ itu_____suatu pekq_r_j_aaq,--_- maka kewajiban pembayaran
upahnya pada waktu i);er'a.khirnya ﬁeﬂkﬂéﬂr.jaan. Bila tidak ada pekerjaan lain,
jika akad sudah berlangsungnya dan tidak diisyaratkan mengenai
pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum
dalam ketentuan Al-Quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan

upah dijumpai dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90 :

YN

- }”4 /ﬁ ﬂ
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Asy-Syarbashi, Yas’Alunaka (Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan),
(Jakarta: Lentera, 1999), h.319.
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja maka
dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberi pekerjaan
(majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerja
disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan
pemberi pekerja. Maka wajib pemberi pekerja untuk mensejahterakan
pekerjanya, termasuk dalam hal ini member upah yang layak™

7. Sistem ljarah Dalam Islam

a. Sistem Pengupahan (ijarah)
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka keajiban pembayaran upahnya
pada waktu berakhir pekefjéan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad
sudah berlanggyng dan tidak diisyar_a_t_kan pembayaran dan tidak ada
ketentuan ngﬁaﬁgéahannya. Upahberﬂak diterima dengan syarat-
syarat sebagai berikut :

b. Pekerjaan telah selesai, jika akadnya atas jasa maka wajib membayar
upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.

c. Mendapat manafaat, jika ijarah dalam bentuk barang, apabila ada
kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada

selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

5! Chairumanan Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam |,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 157.
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d. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah
pihak sesuai hal penangguhan pembayaran.
Hak menerima upah mustajir adalah sebagai berikut:
1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan
2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa,
kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang

diijarahkan mengalir selama penyewa berlangsung.

Ketentuan upah-mengupah ialah harus berbeda dengan objek
pekerjaannya, menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau
mengupah suatu pekerjaan dengan-pekerjaan serupa, merupakan ijarah
yang tidak =memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah dan
mengantarkan kepada ripa.

Menurut Abu .Hanifah, lwaj.ib diserahkan®upahnya secara benar
sesuai dengan —-'ﬁiél;iféa_'t'"fyang dite;ifﬁaﬁyé,%enumt Syafi’i dan Ahmad
sesungguhnya la berhak dengan akad itu sendiri.®® Dan dijelaskan bahwa
penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum ijarah
dilaksanakan.

Mengenai sifat harga persewaan hal ini berkaitan dengan para
jumhur fuqaha diantaranya ialah Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi’l,
pada garis besarnya sependapat bahwa diantara syarat-syarat persewaan
(perburuhan) hendaknya diketahui harga dan manfaatnya. Dan hal itu bisa

dengan mempertimbangkan tujuannya, seperti dalam hal menjahitkan

21bid., h.210
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pakaian atau pintu. >* atau dengan menetapkan masanya apabila tidak ada
tujuan yang tertentu, seperti memperkerjakan buruh

Jumhur fugaha mengemukakan alasan, bahwa perburuhan itu pada
dasarnya juga merupakan jual beli. Dengan demikian apa Yyang
menghalangi jual beli karena adanya unsure Kketidaktahuan terhadap
tempat yang menimbulkan kerugian juga berlaku pada masalah
perburuhan, Imam Malik dan syafi’l sependapat bahwa jika kedua belah
pihak menetapkan masa tertentu bagi manfaat yang tidak ada tujuannya,
juga menetapkan permulaan masa tersebut dan permulaan ini dimulai
sesudahkan akad maka cara ini diperbolehkan .

Tetapi kedua imam ini berselisih pendapat dalam hal apabila kedua
belahpmpihak tidak menetapkan permulaan’ masa™ tersebut atau
menetapkanna tetapi bukan sesddan' akad maka Imam Malik berpendapat
bahwa cara .sqggrt_i--.itu_ dibolehka__n_,._. .qu_nl_jika keduanya menetapkan
masanya, tetapi tidak..-r.n'e.netapkan: 'p'.é.rmmulaan masa tersebut . seperti jika
seseorang berkata “ Saya menyewa rumah ini dari kamu selama setahun
dengan harga sekian, atau sebulan dengan harga sekian”. Tanpa
menyebutkan permulaan bulan atau tahun tersebut maka Imam Syafi’l
berpendapat bahwa cara seperti ini tidak dibolehkan.**

Begitu juga penetapan sewa pada masa pemerintahan khalifah
Umar ia senantiasa mengingatkan para pejabatnya untuk berlaku jujur dan

adil dalam penetapan sewa atas tanah. Ketika beliau mengutus pejabat

%% Ibnu Rusyd, Terjemahan Bidayatu’l Mujtahid , (Semarang: Asy-Syifa’1990), h .211.
> Ibid., h 212.
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pemerintahannya, Hudaifah bin Yaman dan Usman bin Hanif ke Negara
yang ditaklukan Islam yaitu Irag dan Syiria untuk menetapkan sewa atas
tanah beliau berpesan kepada keduanya vyaitu” Kalian harus
mempertimbangkan dengan hati-hati manakala kalian menetapkan (atau
memungut sewa), jangakah mengambil lebih dari apa yang dihasilkan
oleh tanah-tanah tersebut.>

Selain itu Imam Abu Yusuf menguraikan tentang prinsip
penetapan sewa yag dijalankan oleh khalifah Umar, yaitu “Kita tidak
sewajarnya mengenakan sewa terhadap petani-petani diluar kemampuan
mereka untuk membayar dan tidak seharusnya membebankan mereka
melebihidari apa yang dapat dihasilkan oleh tanah tersebut” >

Dalam peristiwa lain, Imam Abu’ Yusuf merujuk pada perintah
khalifah, Umar. kepada pejabét negaranya, menydtakan “Dan kamu
seharusnya rﬁep&tgpkan___dan memur]gu.t- sewa dari para petani penggarap
dengan cara yang bazk fiﬁgan dai.a.'cﬂz.l.lgépakati oleh mereka”.>" Oleh sebab
itu dalam menetapkan harga atau pemungutan sewa hendaknya
mempertimbangkan asas keadilan dan kejujuran dan saling memikirkan
tindakan yang sepantasnya dilakukan agar terjauhi dari hal yang tidak

diinginkan berupa upah yang menjadi haram hukumnya dikarnakan unsur

keterpaksaan dari salah satu pihak.

h. 180.

%% Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 11, ( Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),

% bid., h. 181.
" Ibid., h.181



BAB 111
LAPORAN PENELITIAN
A. Gambaran Umum Toko Elektronik Rava Computer Simpur Center
Bandar Lampung

1. Sejarah Toko Elektronik Rava Computer

Toko berbasis alat elektronik Rava Computer berdiri pada tahun 2016.
Lokasi toko Rava Computer ini berada di JI.Brigjend Katamso tepatnya di
pusat perbelanjaan Simpur Center di lantai 3. Toko berbasis elektronik ini
menyediakan berbagai = macam alat elektronik untuk kebutuhan
laptop/computer seperti- suku cadang, dan menerima/menjual laptop
second atau-baru.

Saat* ini. toko Rava Computer menyediakan— jasa servis untuk
laptop/computer sesuai. dengan k.eahllian dari teknisi‘toko tersebut. Pemilik
dari toko Rava-'éb;n-[ﬁu'tér- ialah BapakRudl Sutopo beliau memberitahu
bahwa nama toko ini bersal dari nama anaknya yaitu Rava Chairunissa. Di
toko ini terdapat 5(lima) karyawan yang bekerja sesuai bidang ahlinya
yaitu bidang keuangan, bidang marketing, dan teknisi service.

2. Visi Dan Misi

Adapun Visi dan misi dari toko elektronik Rava Computer adalah
sebagai berikut:
a. Visi
1. Menjadikan yang terdepan dalam bidang pengadaan computer dan

suku cadangnya dengan memberi nilai kepuasan terbaik bagi
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pelanggan, melalui harga yang wajar, produk dan pelayanan yang
berkualitas.
b. Misi

1. Mendukung terciptanya peluang bisnis sarana teknologi dan
informasi khususnya computer dan suku cadangnya.

2. Mempermudah pelanggan mendapatkan suku cadang

3. Membantu pelanggan dalam mengatasi kerusakan peralatan
teknologi dengan menyediakan jasa perbaikan.

3. Struktur Toko Rava Computer

a. Biodata Kepemilikan

Nama : Rudi Sutopo

Jabatan : Pemilik Toko Rava Computer
TTL . :.Bandar Lémbung, 15 Maret*1978
Alamat e :Enggal - =N

b. Biodata Karyawan

Nama :Rosdiana
Jabatan :Bendahara

Tempat/Tgl lahir :Bandar Lampung, 21 April 1989

Alamat :J.Woltermonginsidi Teluk Betung
Nama :Eva Heriyanti
Jabatan :Karyawati

Tempat/Tgl Lahir :Bandar Lampung 13 Juli 1992

Alamat JI.Karya Bakti N0.37



Nama
Jabatan
Tempat/Tgl Lahir

Alamat

Nama
Jabatan
Tempat/Tgl Lahir

Alamat

Nama
Jabatan
Tempat/T gl Lahir

Alamat
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:Oci Nadiroh
:Karyawati
:Bandar Lampung, 1 Agustus 1994

:JI.Jendral Suprapto Gg.Masjid

:Heri

:Teknisi Service
:JIl.Imam Bonjol (Bambu Kuning)

:Ahmad Kurniawan
‘Teknisi Service
:Kedondong, 26 Agustus 1990

-~ Pahoman Bandar kampung



STRUKTUR KEPENGURUSAN

TOKO RAVA KOMPUTER

Rudi Sutopo

PEMILIK TOKO

ROSDIANA
KEUANGAN

l
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Eva
Hariyanti
(Karyawati)

Oci Nadiroh
(Karyawati)

[
| »

Heri
(Teknisi

Service)

Ahmad K
(Teknisi

Service)

4. Pelayanan yang diberikan oleh Toko Rava Komputer kepada Konsumen

a. Jual Beli Laptop Second

Toko Rava Komputer menerima/menjual laptop second dan laptop

baru dengan berbagai merek ternama harga terjangkau dan kondisi masih

layak pakai dan diperbaharui seperti lainnya untuk menarik minat pembeli

laptop second.

b. Jual Sparepart Laptop

Selain menerima atau menjual laptop second dan baru, toko Rava

Computer menyediakan berbagai kebutuhan peralatan untuk laptop yaitu
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baterai, keyboard, Icd, adaptor, printer dan tinta dan kebutuhan computer
lainnya.

c. Menerima Servis

Toko Rava Komputer terdapat bagian melayani dalam servis laptop
dengan harga bersahabat sesuai dengan kerusakan yang dialami sehingga
membuat para konsumen merasa yakin akan kualitas yang diberikan
kepada pihak toko Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung.

5. Pelaksanaan Upah Pekerja Teknisi Servis di Toko Rava Komputer
Simpur Center Bandar lampung

Toko Rava Komputer terletak di JI.Brigjend Katamso Simpur
Center lantai 3 Bandar Lampung, toko komputer tersebut menyediakan
berbagai alat elektronik atau sparepart laptop serta.menerima/menjual laptop
second serta menerima jasa/servis, buka setiap hari- mulal pukul 09.00 WIB
sampai pukuk,19.00.

Saat ini dalam gmu amalah _.lse-f[_i_gib__ﬁianusia tidak pernah lepas dari
bantuan orang lain, demikian juga préktik pengupahan teknisi di toko Rava
Komputer untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pegawai di toko rava
computer. Pelaksanaan upah-mengupah ada dua pihak yang terlibat di
dalamnya, yaitu antara pemilik toko dan pegawai toko.

Sebagai contoh konsumen ingin melihat kondisi kerusakan dan
membutuhkan servis untuk memperbaiki laptop kemudian teknisi mengambil
alih penangan untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu guna mengetahui
kerusakan laptop tersebut, setelah dilakukan pengecekan teknisi memberitahu

kerusakan pada laptop dan apa saja alat yang dibutuhkan guna untuk
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memperbaiki laptop yang rusak dan kisaran harga sesuai dengan alat dan
tenaga keahlian yang dibutuhkan.

Jika konsumen melanjutkan untuk servis maka pembayaran akan
dibayarkan pada saat servis selesai sesuai dengan harga alat dan suku cadang
yang dibutuhkan, dan juga upah yang didapat para teknisi sebesar Rp 35.000-
50.000 sesuai dengan kondisi kerusakan yang dialami .> Menurut pemilik
yakni Bapak Rudi Sutopo menyatakan bahwa pemungutan biaya atas batalnya
dalam kontrak pekerja adalah hal yang wajar sebab selaku pihak teknisi telah
melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui dimana letak
kerusakan dari objek walaupun pekerjaan yang dilakukan dibatalkan secara
sepihak.? Hal ini 'yang membuat prosedur ini tetap bertahan pada toko ini
dikarenakan sebagai pemasukan toko,. begitu juga padaglayanan jasa lainnya
seperti pemasangan. sparepart Iaptép adapun biaya yan@ disuguhkan pihak
toko sebagai upah }_{Ea_-h_lian____da_ri jasa tek__rl__i.si-tgr?gput.

Tujuan dari mema-fék harga ial.éﬁﬂtﬂjﬂntuk mengoptimalkan para pekerja
dengan apa yang telah ia kerjakan dan sepadan dengan apa yang dibutuhkan,
Sebagian besar toko komputer menggunakan prosedur yaitu setiap jasa teknisi
dibagian servis dikenakan biaya meskipun kontrak dibatalkan, biaya tersebut
disebut biaya jasa teknisi dan tidak dijelaskan sewaktu di awal persetujuan
kontrak dan di diperjelas pada akhir kontrak atau pada saat kontrak di batalkan

secara sepihak oleh konsumen.

! Ahmad Kurniawan, Teknisi Service, Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung ,
Wawancara 10 Desember 2018.

2 Rudi Sutopo, Pemilik Toko rava Computer Simpur Center Bandar Lampung ,
Wawancara pada tanggal 10 Desember 2018
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6. Pendapat para konsumen tentang upah jasa pemeriksaan barang rusak
elektronik pada Toko Rava Komputer

Para konsumen yang Toko Rava Komputer di Simpur Center Bandar
Lampung ini mayoritas berasal dari kota Bandar Lampung, selanjutnya
peneliti memaparkan hasil dari wawancara yang dilakukan mengenai praktik
upah jasa pemeriksaan barang rusak elektronik di Toko Rava Komputer
Simpur Center Bandar Lampung dengan jumlah wawancara yang telah
diwawancarai peneliti yaitu sebanyak 5 orang konsumen toko tersebut, berikut
adalah pendapat dari konsumen :

a. Muhammad Ariztama
Sebagai mahasiswa 1Bl Darmajaya. sering berkunjung ke toko
komputer termasuk Toko Rava Komputer dengan membawa laptop yang
mengalami  kerusakan keyboard-yang tidak berfungsi/akibat terkena air
hujan. Pelayanan toko tersebut diyakani samgat” dipercaya dikarenakan
kualitas yang dib?ﬁl_(éﬁ.--'t'érbilang bag'Lié.---.r}é.l-‘i\ﬁét kondisi toko yang terbilang
lumayan ramai, menurut ia sebenarnya sah-sah saja menarik jasa teknisi
sebagai pemasukan toko tetapi dirundingkan terlebih dahulu sehingga
persiapan uangnya tersedia jika ada ya tidak apa yang repot yang tidak ada
persiapan.’
b. Bapak Handoko
Yaitu seorang pemilik warnet yang berkunjung pertama kali ke toko
dengan membawa sebuah CPU komputer yang hendak di servis.

Menurutnya ia kurang menyetujui terhadap apa yang diberlakukan pihak

% Hasil wawancara dengan Ariztama mahasiswa IBI Darmajaya, tanggal 13 Desember 2018
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toko dengan membatalkan kontrak dikarnakan suatu alasan harga yang
dibutuhkan sangat tidak sanggup dipenuhi, semestinya dijelaskan dahulu
sebab beliau pernah servis di toko komputer lain yang tidak menggunakan
peraturan seperti ini. Dan mau tidak mau membayar padahal beliau belum
melakukan jasa servis.*

c. Risnani Febriana (sales marketing Auto 2000 Raden intan)

Menurut saudara risnani mematok harga apalagi hanya melakukan
pemeriksaan semestinya tidak harus dikenakan biaya dan juga kita sebagai
makhluk hidupkan punya pilihan selagi kontrak belum dijalankan,
menurutnya tidak wajar dan sangat aneh apabila dikenakan biaya terlebih
lagi kebutuhan memang sedang banyak.>

d. Evi Nurhayati (Owner Olshop) dan.mahasiswa UIN Raden Intan lampung
Fakultas,Tarbiyah prodi'bimbingén konseling.

MembaWa_m__Igp{cop _U__nt_uk di ser\_/__i_s_.den-geln_ kerusakan layar laptop retak
dan engsel patah tak blsa ditutup n{e'hﬂj.é.laskan pendapatnya yaitu jika saya
tahu biayanya habis berapa kira-kira orang tua saya sanggup untuk itu tidak
apa-apa begitu juga sebaliknya saya kurang setuju jika penentuan upahnya
pada saat akhir kontrak, bukannya pihak toko sudah mengambil untung dari

sparepart yang dibeli untuk diganti hal itu sudah membuat keuntungan

* Hasil wawancara dengan Handoko (pemilik warnet) tanggal 17 Desember 2018.
% Hasil wawancara dengan Rishani Febriana (Sales marketing Auto 200), tanggal 21 Desember
2018.
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walaupun tidak banyak tetapi untuk ukuran mahasiswa itu cukup besar
menurutnya.®
e. Nani Natalia
Seorang wiraswasta yang membawa laptop merek Asus dengan
kerusakan laptop tidak mau berfungsi tetapi kondisi hidup dengan biaya
ganti sparepart laptop mencapai Rp.800.000 yaitu ganti keyboard dan LCD
, menurutnya ia kurang setuju, jika dikarenakan uang yang tidak disanggupi
telebih lagi ada jasa teknisi harus membayar dua kali jika kontrak
diteruskan itulah yang membuatnya merasa keberatan.’
d. Dedi Saputra
Saudara Dedi seorang wiraswasta yang sudah berkunjung ke toko Rava
Komputersdengan membawa notebook yang mengalamigkerusakan tombol
keyboard tidak berfungsi setelah diiihat dan di_cek bahwa keyboard memang
harus diganti aki_@§ —_sud_ah_ terlalu____lama_--_nlgsa pemakaian, total biaya
penggantian sebesar Rp350000 setel..air"i "s.,ﬂétuju dengan penggantian keyboard
total penggantian sampai selesai tertera di kwitansi sebesar Rp.400.000 dan
pihak toko menerangkan bahwa keyboard yang dicari sesuai dengan tipe
notebook yang dipakai terbilang jarang ditemui dan harus dicari, dan
menggangap itu sudah sebagai biaya operasional teknisi yang bekerja.
Menurutnya kurang berkenan dan diterima jika itu alasan yang diberikan
sebab teknisi tidak menguraikan prosedur dari toko yang memang sudah

lumrah dipakai sejak lama.

® Hasil wawancara dengan evi Nurhayati (Owner Olshop dan Mahasiswa UIN Raden intan
Lampung), tanggal wawancara 11 Desember 2018.
"Hasil wawancara dengan Nani Natalia(wiraswasta), tanggal 27 Desember 2018
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Berdasarkan komentar konsumen diatas disimpulkan bahwa praktik upah
jasa yang diberlakukan oleh pihak toko Rava Komputer tersebut kurang disetujui
oleh sebagian konsumen, untuk hal itu dalam menentukan kebijakan sebaiknya
diberitahukan dan diuraikan semata-mata untuk menambah wawasan dan
pengetahuan konsumen agar tidak merasa dirugikan dan merasa ada keterpaksaan
dikemudian hari dan untuk setiap pekerjaan yang dilakukan mendapat berkah

serta ridha dari Allah SWT.



BAB IV
ANALISA DATA

A. Praktik Pengupahan Jasa Pemeriksaan Barang Rusak Elektronik Pada
Toko Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung

Pada bab ini akan di analisis data yang telah diperoleh penulis dari
penelitian, dimana data tersebut yang penulis dapatkan dari metode interview
sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu keputusan objektif yang dapat
berfungsi sebagai fakta baru. Selain itu juga penulis menggunakan metode
observasi sebagai metode penunjang guna melengkapi data yang telah penulis
dapatkan melalui metode dokumentasi.

Sebelum dianalisa data yang  penulis peroleh terlebih dahulu
dikumpulkan sesuai dengan jenis data“yang ada, sesuai data terkumpul
menurut jenisnya masing-mésing'kemudian penulis‘menganalisis data dengan
metode untuk me-maparkaﬁ dan meﬁafsifkan data_yang'telah diperoleh, setelah
data yang dianalisa’kérhﬁﬁién:diambil :d}_';ité-'-_-ke;i‘_rnpulan dengan demikian tidak
adanya terjadinya kesalahan pada bab selanjutnya.

Kemudian, pratktik yang terjadi di Toko Rva Komputer Simpur Center
Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Subjek atau pelaku yang melakukan kerjasama kontrak servis di Toko
Rava Komputer terdiri dari dua pihak yang melakukan. Yakni teknisi
servis dan penyewa jasa servis(konsumen).

2. Dalam pelaksanaan kontrak kerjasama penyewaan jasa servis di Toko
Rava Komputer ini secara keseluruhan belum memenuhi rukun dan syarat

ijarah dikarenakan tidak adanya pemberitahuan atau belum ditentukannya
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upah untuk jasa teknisi di waktu awal kontrak meskipun kontrak
dibatalkan maupun dilanjutkan.

Berdasarkan hal ini, dilihat dari segi subjek atau pelaku dalam
melaksanakan kegiatan penyewaan jasa servis di Toko Rava Komputer
Simpur Center Bandar Lampung ini jika ditinjau dari hukum Islam belum
sesuai atau bertentangan dengan konteks ijarah sebab tidak adanya
persetujuan antara kedua pihak yang menyebabkan pihak konsumen merasa di
rugikan akibat tidak transparannya kontrak kerjasama tersebut. Kemudian dari
hasil wawancara yang didapat penulis dilapangan seperti yang telah
dipaparkan pada bab Ill serta merujuk pada bab Il sebagai landasan teori.
Bahwa upah/(ijarah) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik
manfaatsjasa dari seorang ,mu jir oleh seorang mustajir yang jelas dan
disengaja_dengan cara memberikaﬁ penggantian/upah. Penetapan upah bagi
tenaga kerja harﬁg__rr-_mence.r_m_inkan ke_adilan_,--_d_a_n mempertimbangkan aspek
kehidupan, sehingga pa-.h-.dér.\gan Isl.é'rﬁ" ﬁtentang hak tenaga kerja dalam
menerima upah lebih terwujud, dan konsumen pun merasa upah yang
diberikan telah disetujui bersama namun harus sebanding dengan pekerjaan
yang telah dikerjakannya.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, karena
akad menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-
masing pihak. Upah juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari, setelah menganalisis data-data yang dikemukakan diatas peneliti merasa

adanya kesenjangan antara teori dan praktek yang terjadi, bahwa praktik
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sistem pengupahan yang ditentukan pihak Toko Rava Komputer kepada
konsumen tersebut ialah kurang adanya transparansai terhadap kedua belah
pihak dimana penentuan harga dalam mengambil upah dilakukan setelah
terjadinya pembatalan kontrak yang seharusnya dilakukan dan diberitahukan
di awal atau pada saat akad persetujuan. Pentingnya penjelasan upah pekerja
sangatlah dibutuhkan agar terjaga tali silahturahmi antara penjual jasa dan
pembeli jasa .

. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Atas Jasa
Pemeriksaan Barang Rusak Elektronik

Dalam kegiatan mu’amalah, memperhatikan kebaikan-kebaikan
manusia adalah sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam dan merupakan
salah satu asas hukum Islam. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bagi umat
manusia dimuka bumi. Oléhpkarnaditu hukum islammemberikan sebuah
batasan-batasan.terhadap p.ola perila.ku rﬁanusia agar.dalam setiap kegiatannya
tidak menimbulkan'kérhédh'aratan baik.bag'iidi'i?iﬁya sendiri maupun pihak lain.

Rsulullah  SAW pun menekankan kepada umat manusia dalam
bermu’amalah selalu mengedepankan kejujuram, keadilan, serta kesejahteraan
sesama umat manusia di bumi ini. Dengan demikianlah diharapkan setiap
umat manusia dapat mengambil manfaat antara satu dengan yang lainnya
sesuai jalan yang benar pada norma-norma agama tanpa kecurangan dan
kebatilan semata yang membuat para pihak merasa tidak adil dalam sebuah
tranksaksi apapun,

Menurut objek hukum Islam yang ada kontrak kerjasama yang

dilakukan dikategorikan dalam akad al-ijarah ala-a 'mal yaitu dengan cara
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memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. ljarah seperti
ini menurut ulama figih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas,
Mustajir adalah orang yang mempunyai keahlian asesuai dengan bidangnya,
tenaga jasa dan lain-lainnya, kemudian mu’ajir adalah pihak yang
membutuhkan keahlian, tenaga jasa dengan imbalan yang telah ditentukan,
musta jir mendapat upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk mu ajir
mendapatkan tenaga dan jasa dari musta jir.

Seperti dalam figih mu’amalah, upah atau ijarah dapat diketahui
menjadi dua yaitu upah yang telah disebutkan (ujrah musammah) dan upah
yang sepadan (ujrah al-misli), upah yang disebutkan harus disertai dengan
adanya kerelaan/keridhaan kedua belah pihak yang sedang melakukan kontrak
kerjasamasatau tranksaksi terhadap upah tersebut. Dengansitt pihak musta jir
tidak boleh,dipaksa.membayar jika:tidak ada persetujuan antara kedua pihak
sewaktu awal koht__rilg.—_Dan____apabila upqh_.ter_sgb_gt disebutkan saat melakukan
tranksaksi, maka upah t-é}s'ebut diseﬁUfR;n (ajrun musammah) dan apabila
upah tidak disebutkan ataupun terjadinya perselisihan terhadap kontrak
tersebut maka kontrak yang dilakukan tidak sah.

Sedangkan upah yang sepadan (ujrah al-misli) adalah upah yang
sepadan dengan apa yang dikerjakan serta sepadan dengan apa yang telah
dilakukan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang
disebutkan dan disetujui oleh kedua pihak. Oleh karena itu dengan menjadi

sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adapun para pihak yang
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berakad dalam sistem upah kerja ini adalah pihak yang membentuk akad yaitu
pemilik usaha dengan karyawan dan konsumen yang membutuhkan jasa.

Sebelum terbentuknya akad sangat penting didahulukan menentukan
upah yang sepadan antara kedua pihak dan diketahui secara bersamaan disertai
kerelaan dan keridhaan dengan dasar kerjasama. Selain itu juga dengan sistem
ini juga sistem pengupahan yang dilakukan oleh pihak Toko Rava Komputer
adalah hal yang benar dan semestinya dilakukan dan menjadi suatu kebiasaan
setempat dan kebiasaan tersebut bisa menjadi akibat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sebagian
musta jir, mereka mengatakan bahwa sistem pengupahan ini sudah terbiasa
dilakukan sebab keahlian mereka hanya dimiliki oleh orang-oraang tertentu
tidak semua orang mempunyai keahlian dalam bidang teknelogi seperti ini.

Seorang pekerja berhak menérima upah jika upah«yang di tentukan dan
disetujui oleh kedqi-pi_hak____karena dis_itul.ah-_tg@apat kerelaan atau keridhaan
seseorang terhadap hakn;/; 'o.leh sebab' |tu umat Islam terikat dengan syarat-
syarat antara mereka kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal
atau menghalalkan yang haram. Dalam menentukan akad yang sesuai dengan
syari’ah adalah yang tidak mengandung gharar (ketidakpastian, kejelasan,
penipuan) .

Melalui akad kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha
kita dapat dijalankan. Begitu juga laki-laki dan perempuan yang disatukan
dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat

memfasilitasi seseorang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya
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yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan
bahwa akad yaitu sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan
bermasyarakat dengan makhluk sosial lainnya yang ada dibumi ini. Teori ini
menunjukan bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian) yang sangat melekat
pada kehidupan sosial, yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai
bentuk dalam kepentingan Kita.

Penegasan upah dalam kontrak upah dalam kontrak adalah sesuatu
yang berhak diketahui melakukan pekerjaan, hal ini mencegah terjadinya
perselisihan tentang pekerjaan dan upah dikemudian hari sehinggan tidak ada
pihak yang merasa keberatan dan merasa kecewa dengan kebijakan yang
dilakukan pihak musta’jir . upah merupakan balasan atau imbalan yang
menjadizhak bagi pekerja karena telah melakukan 'suatuspekerjaannya. Al-
Qur’an maupun As=sunnah telah mémberikan perintah kepada manusia untuk
bekerja atau berﬁs_a_hg—_sem_aksimal m_u_ngkiq-;sghingga mendapatkan balasan
sesuai dengan apa yang telah dikerjal.{alﬁ.r.l;/a. Baik dalam tataran ibadah atau
mu’amalah. Akan tetapi baik dalam al-Qur’an maupun As-sunnah tidak
menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara detail, karena upah
termasuk dalam bidang mu’amalah yag senantiasa berkembang sesuai dengan
kondisi zaman dan masyarakatnya. Akan tetapi yang tepenting adalah antara
mu’ajir dan musta jir telah saling iklas dan ridha dalam memberikan dan
menerima upah dan tidak ada paksaan diantara kedua pihak yang melakukan

kontrak tranksaksi.



69

Pembayaran upah yang terjadi di Toko Rava Komputer merupakan
suatu kebijakan yang ditetapkan yang sudah menjadi hal biasa atau lumrah
secara terus menerus sehingga dalam prakteknya salah satu pihak tidak
mengetahui upah yang akan dikenakan. Dalam hal ini tentunya tidak sesuai
dengan ketentuan hukum Islam, pemberian upah pemeriksaan barang rusak ini
yang diberlakukan pihak toko adalah akad yang tidak sah karena bertentangan
dengan hukum Islam yang menyebabkan adanya riba dan gharar. Begitu pula
dengan pendapat konsumen yang sebagian menganggap hal ini memang sudah
lumrah dikalangan teknologi tetapi alangkah baiknya jika penarikan upah
diberitahukan pada saat awal kontrak sebab konsumen merasa haknya
dipergunakan dan merasa tidak adanya keterpaksaan yang dialami oleh
konsumen:

Standar upah yang layak bagi'undang-undang adalah terpenuhinya
kebutuhan pokok_?ythnagar dapatjnenﬂqngy_hidup dengan layak maka
disebut aturan tentang Béiééan rninﬂhéfwbagi pembayaran upah, sehingga
komponen hidup dengan layak ditetapkan pemerintah ditebus. Sedangkan
dalam hukum Islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran upah
yanglayak untuk diberikan, tetapi Islam member gambaran umum yang
penting bagaimana tata cara dalam pembayaran upah kepada yang berhak.
Islam lebih mengedepankan konsep moral, adil layak disertai kerelaan atau
keridhaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa adanya

paksaan.
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Dalam tranksaksi mu’amalah terdapat ketentuan rukun dan syarat yang
harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu traksaksi
kerjasama maupun tranksaksi perjajian jual beli. Dengan demikian secara
kontekstual, sewa-menyewa atau upah mengupah jasa yang dibahas dalam hal
ini ditemukannya suatu kejanggalan dikarenakan upah dari jasa tersebut tidak
ditentukan pada saat melakukan akad sehingga konsumen merasa tidak adanya

Berdasarkan semua penjelasan di atas, maka peneliti dapat mengambil
suatu kesimpulan, bahwa praktik mu’amalah khususnya sewa-menyewa atau
upah mengupah (ijarah) adalah jalan dimana untuk memenuhi standar
kehidupan atau kebutuhan ‘manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan.
Dalam hal ini upah-mengupah jasa pemeriksaan barang rusak elektronik
dengansmenyewa seorang jasa teknisi belum sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan menurut “aturan s:yara". Namun masih{ banyak masyarakat
yang kurang fahém_@&n--ku__r_angnya pengetaht-{a_n_ serta kurangnya kepedulian
terhadap prosedur yang d.i;e'répkan oléhwb;hak toko dikarenakan hal itu sudah
menjadi hal pada umumnya dikarnakan sudah menjadi ketentuan pada setiap
toko dengan mempertimbangkan permintaan dan penawaran saat ini.

Terkait dengan hal itu selaku umat muslim yang taat akan peraturan
Allah SWT dan Rasul-Nya berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadis-Nya yang
telah disebutkan dalam bab sebelumnya, yang mewajibkan kepada seluruh
umat manusia untuk patuh kepada penguasa dan hikmah tersimpan dalam
perintah untuk taat kepada penguasa adalah untuk memelihara kesatuan, dan

persatuan karena perpecahan dan perselisihan menyebabkan kerusakan
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diantara umat manusia dikarnakan Islam tidak mengajarkan umatnya agar
mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha
sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan adalah yang sesuai
dengan aturan agama Islam. Oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilakukan
bertentangan dengan aturan agama lIslam bagaimana dengan upah yang
diterima karena telah mengerjakan pekerjaan yang telah dilarang dalam islam.

Agar tetap terjaga tali silahturahmi dan menjauhkan dari dasar dzolim
antar umat manusia hendaknya melakukan hal yang pantas dengan
menimbang rasa keadilan, kejujuran antar sesama makhluk sosial agar saling

terjaga kesejahteraan dan ketentraman di manapun berada.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian yang peneliti lakukan, selanjutnya
dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Upah Atas Praktik Jasa Pengecekan Barang Rusak Elektronik Tanpa Akad

diawal yang terjadi di Toko Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik pemberian upah pada jasa pengecekan barang rusak
elektronik yang terjadi ‘di Toko Rava Komputer Simpur Center Bandar
Lampung. adalah bentuk pengupahan yang tidak /disebutkan pada awal
perjanjian atau kontrak, dengan melakukan sewa jasa“servis. Sebelum
dilakukan jasa servis terlebih daﬁulu dilakukan pengecekan kondisi barang
elektronik sefel_a_h-:d_ilakukan pengecekanypihak toko memberitahu kendala
kerusakan yang diala;ﬁ.i'd-engan ha.l.'réémbarang yang ingin diganti, dan jika
pihak penyewa jasa merasa kurang berkenan, maka ia berhak
membatalkan kerjasama tersebut dikarenakan belum dilakukan kegiatan
servis hal ini yang membuat pihak toko mengeluarkan kebijakan adanya
upah dari jasa pengecekan barang karna sudah dilakukan pada tahap awal.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad pemberian upah yang terjadi di Toko
Rava Komputer yang melibatkan teknisi toko dan konsumen adalah
adanya unsur penetapan harga sepihak dan tidak adanya transparansi

antara kedua pihak yang dilakukan oleh teknisi toko kepada konsumen ,
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oleh karena itu salah satu pihak mengalami kerugian karna
menguntungkan salah satu pihak hal ini sama saja disebut riba dan adanya
gharar yang mengambil biaya tambahan tanpa adanya persetujuan
penjelasan pada saat awal kontrak dari pihak mu jir dan musta jir. Adanya
riba dalam kontrak perjanjian upah mengupah ini sangat dilarang dan
haram hukumnya karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip ijarah yang
harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan mengedepankan
asas kehidupan agar tecapai suatu faedah dalam tranksaksi tersebut. Dan
Islam mengajarkan kita bahwa orientasi usaha tidak hanya mencari
keuntungan semata, tetapi dalam pelaksanaannya juga mengharapkan
ridha Allah SWT.
B. Saran-saran

1. Kepada,para pengusaha dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang
elektronik dén__ _pgenyed.i__a_jasa se_r\_(i_ce---glgi elektronik hendaknya lebih
memahami dan mer-l.ée'rt.i segalé.'ééﬂsﬂuatu hal yang berkaitan dengan
kerjasama yang dilakukan pihak toko (teknisi servis) dengan para
konsumen

2. Perlu dtinjau ulang dalam melakukan akad antara kedua pihak agar sama-
sama mengetahui sifat, kadar, dan harga yang diberikan oleh pelaku
pemeberi jasa kepada penerima jasa agar pemberian upah tidak
mengandung unsur riba dan gharar yang sangat dilarang dalam ketentuan

hukum Islam.
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3. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan
sempurna serta masih banyak kekurangan, baik yang bersifat teknis
maupun non teknis oleh sebab itu masukan, saran dan kritik yag bersifat
membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini di masa
yang akan datang, dan penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat
bagi pencari ilmu masa depan dan tetap semangat menjalani proses setiap

kesulitan yang di alami.
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